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ABSTRAK

Konsep modal sosial diartikan sebagai sebagai norma dan hubungan sosial yang menyatu dalam
struktur masyarakat dan membuat orang dapat bekerjasama dalam bertindak untuk mencapai tujuan. Aksi
bersama atau kerjasama dapat berlangsung ketika terdapat modal sosial dalam masyarakat. Tulisan ini me-
nunjukkan bahwa modal sosial input dan modal sosial output atau aksi bersama terbukti dapat mendukung
pengelolaan perikanan yang berkelanjutan melalui aksi bersama pelarangan kegiatan penangkapan ikan yang
merusak, antara lain penggunaan bom, bius, atau penambangan karang.

Kata kunci: pengelolaan perikanan, modal sosial.

ABSTRACT

Social capital is defined as norms and social relationships embedded in a community’s structure that
promote people to cooperate to achieve collective goals. Collective action or cooperation emerge when there
is social capital in the community. This paper shows that input social capital and output social capital or col-
lective action are proved to support fishery management, by way of prohibition of illegal destructive fishing,
namely fishing using bomb, poison, or coral mining.

Keywords: fishery management, social capital.

PENDAHULUAN

Pengelolaan suatu sumber daya akan ter-
gantung pada bagaimana akses terhadap sumber
daya tersebut ditetapkan atau dipraktekkan. Sa-
lah satu elemen yang mempengaruhi akses ada-
lah kepemilikan dan penguasaan sumber daya
alam atau property regimes, yang didefinisikan
sebagai suatu hak, kewenangan dan tanggung
jawab pribadi pemilik dalam hubungannya de-
ngan pribadi pihak lain terhadap pemanfaatan
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suatu sumber daya alam (Bromley & Cernea
1989).

Bila menggunakan definisi yang diguna-
kan Hardin (1968), secara umum sumber daya
kelautan disebut sebagai common property atau
milik bersama, yang dapat menimbulkan trag-
edy of the commons. Situasi ini terjadi ketika
sumber daya bersifat open access sehingga da-
pat dimanfaatkan semua orang atau sulit untuk
membatasi pihak lain untuk tidak memanfaat-
kannya, atau dikatakan bersifat non-excludable.
Dalam perikanan, akses yang tidak terkontrol
menimbulkan kondisi tangkap lebih secara eko-
nomi (economic overfishing), seperti yang disim-
pulkan Gordon melalui model Gordon-Schaefer
(1954).

Wilayah laut di Indonesia merupakan mi-
lik negara (state property), dimana pemilikan
sumber daya kelautan berada di bawah kewe-
nangan pemerintah sesuai dengan peraturan yang
berlaku, antara lain yang disebutkan dalam Pa-
sal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 ten-
tang Perairan Indonesia. Aturan ini menyatakan
bahwa pemerintah memiliki hak dan bertang-
gung jawab mengontrol pemanfaatan sumber
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daya kelautan tersebut, sehingga individu atau
kelompok dapat memanfaatkan sumber daya
kelautan atas izin, persetujuan, lisensi atau hak
pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah
(McKean 1992, Ginting 1998).

Namun demikian, dilihat dari sudut pan-
dang institusi, sumber daya milik negara sering-
kali menghadapi tantangan dalam melaksana-
kan kontrol dan menegakkan aturan. Pendekat-
an yang digunakan dalam penegakan aturan a-
dalah bersifat command and control, yang me-
munculkan masalah principal-agent, yaitu hu-
bungan antara yang memberi kepercayaan atau
principal dengan yang menerima kepercayaan
atau agent, akibat adanya ketidaksepadanan in-
formasi (asymmetric information). Kebijakan
command and control cenderung rentan terha-
dap perilaku oportunis (opportunistic behavior),
menghasilkan perilaku sub-optimal pihak yang
dikontrol, dan menggoda munculnya moral haz-
ard bagi pengontrolnya, misalnya melalui kegi-
atan pemburu rente (rent seeking) (Nugroho
2003, Bromley 1992, Runge 1992). Karena ber-
bagai permasalahan tersebut maka sumber daya
yang dikelola melalui pendekatan command and
control cenderung menjadi free atau open access
property yaitu hak milik umum sehingga tidak
ada pengaturan pemanfaatan secara individual
(Bromley 1992).

Bentuk lain dari pengelolaan terhadap
sumber daya perikanan laut adalah melalui ke-
pemilikan masyarakat atau kepemilikan komu-
nal (communal property) yaitu kepemilikan se-
kelompok masyarakat yang telah melembaga,
dengan ikatan norma-norma atau hukum adat
yang mengatur pemanfaatan sumber daya dan
dapat melarang pihak lain untuk mengeksploita-
sinya. Pemanfaatan sumber daya didasarkan pa-
da aturan main yang ditetapkan oleh pihak yang
tergabung (Ruddle et al. 1992, Ginting 1998).

Pengelolaan komunitas terhadap sumber
daya perikanan laut merupakan bentuk aksi ber-
sama. Aksi bersama hanya dimungkinkan jika
sejumlah modal sosial tersedia di dalam suatu
komunitas (Grootaert et al. 2003). Birner &
Wittmer (2004) menambahkan bahwa aksi ber-
sama (collective action) menawarkan instrumen
kontrol sosial dan pada saat yang bersamaan
mengurangi biaya transaksi karena biaya koor-
dinasi dalam komunitas lokal menurun.

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam perikanan tangkap terdapat ber-
macam alat tangkap yang digunakan, namun

tidak seluruhnya ramah lingkungan. Alat tang-
kap ramah lingkungan dapat memenuhi 8 krite-
ria berikut: selektivitas tinggi; tidak merusak
habitat menghasilkan ikan kualitas tinggi; tidak
membahayakan operator; produk tidak memba-
hayakan konsumen; by-catch rendah; dampak
biodiversity rendah; tidak membahayakan ikan
yang dilindungi; dan diterima secara sosial. Ber-
dasarkan kriteria di atas, maka jenis alat tang-
kap yang termasuk merusak lingkungan adalah
bahan peledak (bom) dan racun kimia (cya-
nida). Cara penangkapan ikan dengan menggu-
nakan bahan peledak dan racun kimia disam-
ping bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang ada, juga karena cara ini ber-
dampak sangat luas terhadap perusakan habitat
khususnya terumbu karang yang merupakan
tempat kehidupan biota-biota laut yang beraso-
siasi dengannya (Sultan 2004).

Tulisan ini bertujuan mengkaji hubungan
modal sosial dengan pengelolaan sumberdaya
perikanan. Penelitian didasarkan pada premis
bahwa modal sosial dalam masyarakat pesisir
berkontribusi pada pengelolaan perikanan yang
berkelanjutan, untuk menghindari terjadinya kon-
disi tangkap lebih atau kerusakan sumberdaya.
Lingkup penelitian dibatasi oleh indikator pe-
nangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan
yaitu penangkapan dengan bom atau bius, serta
penambangan karang. Kerangka pemikiran stu-
di dapat dilihat pada Gambar 1.

Alat tangkap ramah
lingkungan (8 kriteria

Bom dan bius tidak
ramah lingkungan

Perikanan yang

berkelanjutan

Modal Pemanfaatan
sosial di sumberdaya
lokasi studi di lokasi studi

12

Keterkaitan antara modal
sosial dan pemanfaatan
sumberdaya

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian
ini adalah: (1) Modal sosial berkontribusi ter-
hadap aksi bersama masyarakat nelayan dalam
pengelolaan perikanan; (2) Aksi bersama ma-
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syarakat nelayan dapat menekan kegiatan pe-
nangkapan ikan dengan bom dan bius, serta pe-
nambangan karang.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada lima pulau ke-
cil yang terletak pada Taman Nasional Taka Bo-
nerate dan Kepulauan Spermonde, Sulawesi Se-
latan. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja,
yang memiliki karateristik yang mirip yaitu be-
rada pada lingkungan sosial-budaya serupa dan
berlokasi di sekitar terumbu karang, di mana
masyarakatnya bergantung pada sumberdaya a-
lam terumbu karang dan perikanan tangkap.

Data yang dikumpulkan berupa data pri-
mer yang diperoleh melalui wawancara lang-
sung dengan nelayan dan masyarakat nelayan di
kelima pulau. Pengumpulan data dilakukan dua
kali pada tahun 2004 dan tahun 2005, dengan
metode sebagai berikut:

peubah tak bebas. Karena contoh yang akan di-
uji berjumlah lebih dari 2, maka digunakan uji k
contoh bebas Kruskal-Wallis sebagai berikut:

12 R}
H= n(n+l)Zn_[_3(n+l) )
H adalah nilai Kruskal-Wallis; n, adalah
banyaknya pengamatan dalam contoh ke-i;
i = jumlah data per contoh; R, = jumlah

ranking dalam contoh ke-i.

Tabel 1. Peubah yang Diuji untuk Tiap Indika-

Tahun 2004 Tahun 2005

Metode Sensus Pengambilan cqntoh
acak berlapis
Responden Penduduk Nelayan
pulau
Ukuran
Contoh 3990 102
METODE ANALISIS DATA

Untuk mengkaji hubungan modal sosial
dengan pengelolaan sumberdaya perikanan, su-
atu model dirumuskan sebagai:

P= f(MSI,MSO,L) (1)

P adalah indikator pemanfaatan sumberda-
ya; MSI adalah indikator modal sosial in-
put; MSO adalah indikator modal sosial out-
put; L adalah indikator lainnya. Masing-ma-
sing indikator yang dikaji terdiri atas beber-
apa peubah/variable (Tabel 1).

Karena data yang diperoleh sebagian be-
sar berupa data nominal dan ordinal, maka akan
digunakan metode statistik non-parametrik. Me-
tode analisis data yang digunakan antara lain
teknik uji beda nyata Kruskal Wallis, uji kore-
lasi rank Spearman, dan regresi logistik. Untuk
memudahkan pengolahan data, digunakan pe-
rangkat lunak SPSS Release 11.5.0.

Teknik uji beda nyata digunakan untuk
menentukan pengaruh peubah bebas terhadap

tor.
Sumber data
Tahun 2004 Tahun 2005
Peubah Tidak Bebas
Indikator Penangkapan Penangkapan dengan bom
pemanfaatan  dengan Penangkapan dengan bius
sumberdaya  bomatau  Penambangan karang
bius
Peubah bebas
Indikator Pelarangan bom/bius
modal sosial Pelarangan pengambilan
output atau karang
aksi bersama Keberadaan kelompok
konservasi
Kelompok konservasi aktif
Indikator Jaringan Rasa percaya
modal sosial sumber Saling menolong
input kapital Kegiatan kemasyarakatan
Jaringan Tingkat partisipasi
pemasaran pertemuan masyarakat
Keanggotaan Keberadaan minuman keras
dlm Tidak toleransi terhadap
kelompok bom/ bius
Rasa adil pelarangan bom/
bius
Setuju pengenaan sanksi
terhadap bom/ bius
Indikator lainnya
Fungsi Penegakan hukum
pemerintah Manfaat pendampingan
masyarakat

Karakteristik Pendidikan  Alternatif mata pencaharian
sosek Usia Suku
Persepsi Persepsi krisis ikan
terhadap Persepsi krisis terumbu
sumberdaya karang
Persepsi manfaat terhadap
ikan
Persepsi manfaat terhadap
terumbu karang
Persepsi perubahan ukuran
ikan
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Uji korelasi rank Spearman digunakan
untuk mengetahui keeratan hubungan antar peu-
bah tidak bebas (X;) dengan peubah bebas (Y;).
Uji rank Spearman (r;) bisa digunakan karena
memiliki kemampuan uji sebagai berikut: (1)
dapat melihat arah korelasi antara peubah tidak
bebas dengan peubah bebas; (2) dapat menor-
malkan data yang dilakukan melalui urutan rank-
ing (sesuai dengan banyaknya contoh); dan (3)
mudah dipelajari dan ditetapkan baik untuk no-
minal maupun ordinal (Siegel 1986). Signifika-
si nilai korelasi rank Spearman (r;) ditentukan
berdasarkan angka peluang (p-value). Jika pelu-
ang < 0.05 maka nilai korelasi (1) nyata/signifi-
kan, dan sebaliknya jika peluang > 0.05 maka
derajat korelasi tidak nyata. Uji rank Spearman
adalah sebagai berikut:

6. d;
r=l-—r— 3)

n —n

r, adalah koefisien korelasi rank Spearman; d,

adalah perbedaan antar kedua ranking; dan n a-
dalah banyaknya contoh.

Selanjutnya, untuk menyusun model penge-
lolaan sumberdaya perikanan yang terkait de-
ngan modal sosial, digunakan regresi logistik.
Regresi logistik mirip dengan regresi linier dan
cocok digunakan untuk peubah tidak bebas yang
dikotomi. Koefisien regresi logistik dapat digu-
nakan untuk mengestimasi rasio untuk tiap peu-
bah bebas di dalam model.

PENGERTIAN MODAL SOSIAL

Pengelolaan sumberdaya alam oleh ma-
syarakat atau komunal muncul ketika terdapat
kesepakatan pemanfataan bersama di antara ang-
gotanya. Kesepakatan ini bisa terjadi karena ter-
dapat interaksi secara reguler dan berkesinam-
bungan antara anggota masyarakat dalam pe-
manfaatan sumber daya. Salah satu hal yang ter-
penting adalah bahwa aksi bersama hanya di-
mungkinkan jika sejumlah modal sosial tersedia
di dalam suatu komunitas (Grootaert et al. 2003).
Modal sosial didefinisikan secara bervariasi,
dan salah satu definisi yang populer dikemuka-
kan oleh Putnam (1993:167): “social capital
refers to features of social organizations, such
as trust, norms, and networks”, bahwa modal
sosial didefinisikan sebagai rasa percaya, norma
timbal-balik dan jaringan sosial. Atribut ini yang
memungkinkan para partisipan bertindak bersa-

ma secara lebih efektif untuk mencapai tujuan
bersama.

Definisi mengenai modal sosial dinyata-
kan oleh Bank Dunia: “the norms and social re-
lations embedded in the social structures of so-
cieties that enable people to coordinate action
to achieve desired goals” (Grootaert et al.
2003), bahwa modal sosial dapat didefinisikan
sebagai norma dan hubungan sosial yang me-
nyatu dalam struktur masyarakat dan membuat
orang dapat bekerjasama dalam bertindak untuk
mencapai tujuan.

Norma dan sanksi merupakan basis uta-
ma dari institusi atau kelembagaan. Kedua hal
ini pula yang membentuk modal sosial. Dalam
pengertian modal sosial, kesepakatan dan pelak-
sanaan suatu norma merupakan perwujudan da-
ri interaksi terus-menerus dalam suatu asosiasi
dan jaringan (networks), baik formal maupun
informal. Modal sosial, yang muncul melalui a-
sosiasi dan jaringan yang didasari norma yang
disepakati, sesungguhnya membentuk suatu ke-
lembagaan. Keduanya, kelembagaan dan modal
sosial, sesungguhnya memfasilitasi kumpulan
orang atau komunitas atau masyarakat untuk
melakukan aksi bersama (collective action). Se-
bagaimana definisi modal sosial yang dikemu-
kakan Woolcock & Nayaran (2000:2): “norma-
norma dan jaringan-jaringan yang membuat o-
rang bertindak secara kolektif.”

Krishna (2002) dan Narayan (1999) men-
dapati bahwa baik struktur makro dan kondisi
mikro di masyarakat penting dalam mencapai
tujuan pembangunan yang diharapkan. Untuk
itu, kerangka pendekatan analisis modal sosial
harus memasukkan: (1) aspek kondisi makro
(institusi formal, hubungan vertikal); dan (2)
kondisi mikro (institusi informal, hubungan ho-
risontal), seperti konsep modal sosial yang di-
ajukan oleh Narayan (1999), Woolcock (1998),
dan Grootaert et al. (2003), seperti dijelaskan
berikut.

Narayan (1999) menyatakan modal sosial
dalam suatu masyarakat, lokalitas, daerah atau
negara sesungguhnya dapat dianalisis melalui
dua aspek penting, yaitu: (1) modal sosial hori-
sontal, meliputi ikatan antar kelompok sosial
(cross-cutting ties of social groups); dan (2)
modal sosial vertikal, yaitu fungsi pemerintah
(government’s functioning). Modal sosial verti-
kal yaitu fungsi atau kinerja pemerintah dapat
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dilihat dari dua aspek. Pertama, penyelenggara-
an pemerintahan (governance) yang mendorong
penegakan hukum, hak warga negara, kebebas-
an untuk berserikat. Kedua adalah aspek kom-
petensi, kewenangan, sumberdaya dan akunta-
bilitas pemerintah.

Sedangkan Woolcock (1998) menawar-
kan paradigma modal sosial yang mencakup ke-
terkaitan horisontal di dalam masyarakat lokal
dan keterkaitan vertikal. Keempat dimensi mo-
dal sosial berikut perlu dikaji dalam melakukan
analisis modal sosial: (1) Integrasi (integration)
yaitu hubungan dengan anggota keluarga dan
tetangga; (2) Keterkaitan (linkages) yaitu hu-
bungan dengan komunitas luar dan antar komu-
nitas; (3) Integritas organisasi (organizational
integrity) yaitu institusi formal di tingkat mak-
ro; (4) Sinergi (synergy) yaitu interaksi antara
pemerintah dan masyarakat.

Grootaert et al. (2003) menyatakan bah-
wa hubungan atau jaringan sosial sebagaimana
yang dijelaskan dalam modal sosial dapat dibe-
dakan menjadi tiga hal: (1) Bonding social capi-
tal (keterkaitan horisontal) yaitu ikatan dengan
orang-orang yang memiliki karakter demografis
yang sama (seperti tingkat sosial-ekonomi, et-
nis), misalnya anggota keluarga, tetangga, te-
man dekat dan rekan kerja. Ikatan ini sering di-
sebut sebagai ‘perekat sosial’; (2) Bridging so-
cial capital (keterkaitan horisontal dengan pi-
hak yang berbeda karakter), yaitu ikatan dengan
orang-orang yang tidak memiliki karakter yang
sama, misalnya kenalan, teman dari etnis lain,
teman dari teman. Ikatan ini sering disebut se-
bagai ‘pelumas sosial’; (3) Linking social capi-
tal (keterkaitan vertikal), yaitu ikatan dengan o-
rang-orang yang memiliki otoritas atau status
sosial yang lebih tinggi, misalnya ikatan dengan
anggota parlemen, polisi, kepala daerah, dan se-
bagainya (Grootaert ef al. 2003, Aldridge 2002).

MODAL SOSIAL DALAM
PEMANFAATAN SUMBER DAYA
PERIKANAN KELAUTAN

Secara khusus, Isham (2000) menganali-
sis potensi pengaruh modal sosial terhadap per-
ikanan, yang dapat terjadi melalui dua mekanis-
me, yaitu: (1) Biaya transaksi (transaction cost).
Interaksi sosial sesungguhnya dapat mempe-
ngaruhi besarnya biaya transaksi dalam pertu-
karan. Ketika pelaku ekonomi terus-menerus
dan secara regular berinteraksi dalam suatu

kondisi sosial tertentu, mereka akan memben-
tuk suatu pola perilaku dan membangun ikatan
kepercayaan. Ditambah lagi, jika terdapat ke-
mungkinan pengenaan sanksi, maka interaksi
ini bisa menurunkan kemungkinan perilaku o-
portunistik dari pelaku ekonomi yang berada
dalam struktur sosial yang sama; (2) Aksi ber-
sama (collective action). Olson (1965) menyata-
kan bahwa tanpa adanya kendala tertentu yang
mendorong ataupun memaksa pelaku ekonomi,
maka pelaku ekonomi tidak akan memiliki in-
sentif untuk berpartisipasi dalam aksi bersama
untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi seca-
ra reguler dalam suatu kondisi sosial dapat meng-
arah kepada pembentukan institusi yang dapat
berfungsi sebagai kendala, sehingga dapat me-
nurunkan insentif bagi pelaku ekonomi untuk
menjadi penumpang bebas.

Modal sosial atau khususnya jaringan,
sesungguhnya menghasilkan eksternalitas. Dili-
hat dari eksternalitas yang dihasilkan, terdapat
dua perspektif dalam memandang modal sosial
(Birner & Wittmer 2003): (1) Perspektif aktor,
yang diformulasikan oleh Bourdieu (1992), di
mana modal sosial merupakan sumber daya
yang dapat dimobilisasi oleh aktor individual
karena keanggotaannya pada suatu jaringan
eksklusif. Karena pembentukan jaringan meng-
hasilkan eksternalitas terbatas, maka Dasgupta
(2002) menyatakan bahwa modal sosial sema-
cam ini merupakan aspek dari sumber daya ma-
nusia (human capital); (2) Perspektif masyara-
kat (society), seperti penelitian yang dilakukan
oleh Putnam (1993), di mana modal sosial ada-
lah barang publik (public good) yang dimiliki
oleh organisasi dan jaringan horisontal dalam
suatu masyarakat (Rosyadi et al. 2003). Dalam
hal ini, modal sosial berkontribusi terhadap eks-
ternalitas publik — dalam arti memberi dampak
luas, bahkan nation wide — maka modal sosial
merupakan komponen ‘total faktor produktivi-
tas’ (total factor productivity) (Dasgupta 2002).

Berdasarkan kerangka analisis modal so-
sial, dalam mengatasi permasalahan pemanfaat-
an sumber daya perikanan, maka modal sosial
dapat berkontribusi pada pola pemanfaatan agar
tidak menimbulkan dampak negatif bagi peng-
gunanya, seperti pencemaran dan/atau produksi
yang berlebih. Produksi perikanan tangkap di-
harapkan dapat efisien atau menghindari eco-
nomic inefficiency seperti yang dikemukakan o-
leh Gordon-Schaeffer. Secara matematis, fungsi
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produksi yang biasa digunakan dalam pengelo-
laan sumber daya ikan adalah:

h=gxE 4)

Fungsi produksi tangkap (/) bergantung
pada faktor input yang biasa disebut sebagai u-
paya (effort). Upaya ( E') merupakan indeks da-
ri berbagai input seperti tenaga kerja, kapal, alat
tangkap, dan sebagainya, yang digunakan untuk
kegiatan penangkapan. Selain itu, produksi juga
merupakan fungsi dari stok ikan (x). Sedang-
kan ¢ adalah koefisien kemampuan tangkap

(catchability coefficient) yang berarti proporsi
stok ikan yang dapat ditangkap oleh satu unit u-
paya. Bentuk fungsi produksi yang linear ini
sering diangggap tidak realistis karena tidak
memasukkan kondisi diminishing return upaya
terhadap produksi (Fauzi 2004). Namun, untuk
kemudahan analisis, fungsi produksi linear ini
akan digunakan.

Input yang digunakan untuk kegiatan pe-
nangkapan merupakan bentuk dari modal (capi-
tal). Secara umum terdapat lima jenis modal ya-
itu: modal alam dan lingkungan (natural capi-
tal); modal infrastruktur buatan manusia (physi-
cal capital); modal ekonomi atau keuangan
(economic or financial capital); sumber daya
manusia (human capital); dan modal sosial
(social capital) (Scoones 1998). Tentunya da-
lam persamaan (4), natural capital tidak terma-
suk ke dalam peubah upaya ( £), namun diilus-
trasikan pada peubah stok x. Dengan demiki-
an, dapat dikatakan bahwa input yang diguna-
kan dalam upaya ( £'), dapat mencakup modal
sosial.

Melangkah dari perspektif ini, maka pe-
ngaruh modal sosial dapat dilihat dari dua hal
utama, yaitu:

1. Modal Sosial dengan Eksternalitas Terbatas.

Paling tidak terdapat dua pengaruh mo-
dal sosial dengan eksternalitas terbatas, sebagai
berikut: (1) Bagi individu atau jaringannya. Da-
lam masyarakat pesisir yang memiliki keterba-
tasan sumber daya fisik dan ekonomi, maka mo-
dal sosial dalam bentuk rasa percaya (¢rust) dan
norma timbal-balik (norm of reciprocity) di-
manfaatkan untuk memperoleh kedua sumber
daya tersebut untuk kegiatan penangkapan ikan.
Ini terlihat dari hubungan hutang dan patron-
klien. Dalam hal ini modal sosial bermanfaat

karena menurunkan biaya transaksi (fransaction
cost) dalam melakukan kegiatan ekonomi yaitu
penangkapan ikan, dan eksternalitas terbatas ba-
gi individu atau jaringannya; meskipun praktek
ini sesungguhnya meluas. (2) Bagi komunitas
masyarakat pesisir tertentu. Selain itu modal so-
sial juga dapat dilihat sebagai aksi bersama un-
tuk mengelola sumber daya milik komunal me-
lalui aturan dan sanksi. Ostrom (1990) menya-
takan ada 2 kriteria yang memberikan batasan
mengenai sumberdaya self-organized common-
pool resources atau sumberdaya yang dikelola
secara mandiri: (a) ada biaya yang digunakan
untuk melindungi dan melarang pihak lain un-
tuk mengeksploitasi sumber daya, (b) sumber
daya terbatas sehingga bila dimanfaatkan terus
dapat habis. Dalam hal ini modal sosial ber-
manfaat karena menurunkan biaya transaksi
(transaction cost) dalam melakukan kontrol ter-
hadap upaya tangkap, yang bisa dilakukan me-
lalui pembatasan pelaku perikanan, ekstraksi
sumber daya pada musim tertentu, penggunaan
alat tangkap tertentu, dan sebagainya. Aksi ber-
sama pengelolaan sumber daya secara komunal
berlangsung karena adanya aturan dan sanksi.
Contoh modal sosial bentuk ini yang telah me-
lembaga dan sering dikutip adalah: sasi laut
(Maluku), ondoafi (Papua), rompong (Sulawesi
Selatan), awig-awig (Lombok) dan panglima
laot (Aceh). Dengan demikian, modal sosial ini
dapat dimasukkan pada persamaan upaya
menjadi:

h, = gxE, )

dimana £ adalah upaya yang mengandung mo-

dal sosial, sehingga A, adalah produksi yang di-

pengaruhi oleh modal sosial.

2. Modal Sosial dengan Eksternalitas Luas.

Secara makro, output produksi dapat di-
ilustrasikan pada persamaan berikut:

Y = AF(K,H) (6)

dimana (4>0) dengan Y adalah ouput pro-

duksi yang bisa menggunakan pendapatan kotor
nasional (GNP). A adalah faktor skala fungsi
produksi, yang biasa diartikan oleh para eko-
nom sebagai total faktor produktivitas ekonomi,
yang merupakan indeks kombinasi kemampuan
institusional, termasuk sistem property rights.
K adalah modal fisik. H adalah agregat human



Prasetiamartati, B., A. Fauzi, R. Dahuri, A. Fakhrudin dan H. Lange. Modal Sosial dalam ... 13

capital, sedangkan L, adalah input tenaga kerja

(Dasgupta 2001). Total faktor produktivitas ( A )
yang mencakup sistem property rights dan pe-
negakannya, dapat dimasukkan ke dalam fungsi
produksi perikanan, sehingga persamaan (5) men-
jadi:

h, = AgaE, @)

dimana (A4 > 0). Total faktor produktivas ini yang

disebut Narayan (1999) sebagai fungsi pemerin-
tah (government’s functioning), atau Woolcock
(1998) sebagai modal sosial keterkaitan vertikal
yang meliputi integritas organisasi (organiza-

tional integrity) atau kinerja institusi formal di
tingkat makro (antara lain penegakan hukum),
dan sinergi (synergy) atau interaksi antara pe-
merintah dan masyarakat. Meskipun total faktor
produktivitas menjelaskan kondisi ekonomi mak-
ro (Dasgupta 2001), peubah ini dimasukkan ke
dalam fungsi produksi mikro, berdasarkan pe-
mahaman bahwa kondisi struktural dan institu-
sional makro mempengaruhi kegiatan penang-
kapan ikan.

Secara ringkas, pengaruh modal sosial da-
lam pengelolaan sumberdaya perikanan dapat
dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengaruh Modal Sosial dalam Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan.

Modifikasi Gordon-Schafer

Komponen Modal Sosial

Jenis Modal
) dengan Dasgupta (2002) Grootaert et al
Sosial h, = AgxE, Narayan (1999) Woolcock (1998)
Vertikal, Total faktor produktivitas (A4), e Modal sosial Fungsi pemerintah (go- e Integritas organisasi

struktur dan mencakup peubah-peubah yang
institusi makro  disarankan oleh Grootaert et al,
Narayan, dan Woolcock.

bersifat linking ~ vernment’s functioning):

(organizational integ-
o Governance (penegakan  rity) yaitu institusi
hukum, hak warga nega-  formal di tingkat
ra, kebebasan berserikat) makro.
o Kompetensi, kewenang- e Sinergi (synergy)
an, sumberdaya dan yaitu interaksi antara
akuntabilitas pemerintah ~ pemerintah dan
masyarakat.

Horisontal, E_ adalah upaya yang mengan-
hubunkgaln . dung hubungan atau jaringan
antgri €lompOX horisontal, baik untuk tujuan
socia

ekonomi maupun pengelolaan
komunal

* Modal sosial
bersifat bonding sosial (cross-cutting ties of  tion) yaitu hubungan

¢ Modal sosial
bersifat bridging

Ikatan antar kelompok o Integrasi (integra-

social groups) dengan anggota
keluarga dan tetangga

o Keterkaitan (/ink-
ages) yaitu hubungan
dengan komunitas
luar dan antar
komunitas

Sumber: Hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemanfaatan sumberdaya

Pemanfaatan sumberdaya perikanan yang
berkelanjutan di lokasi studi dapat dilihat mela-
lui indikator penangkapan ikan yang tidak ber-
kelanjutan, yaitu penangkapan ikan dengan bom
atau bius, serta penambangan karang. Dari indi-
kator-indikator ini dapat dibuktikan bahwa keli-
ma pulau memiliki perbedaan yang nyata. Uji
beda nyata Kruskal-Wallis keempat indikator
menghasilkan angka peluang < 0.05 atau hipo-
tesis Hy berhasil ditolak, dengan demikian di-
simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang
nyata antar kelima pulau (Tabel 3).

Data tahun 2004 dan 2005 menggunakan
skor penilaian yang berbeda, sehingga untuk
memudahkan komparasi dibuat indeks untuk
masing-masing indikator (Gambar 2). Terlihat
bahwa Kapoposang dan Rajuni Besar memiliki
indeks pemanfaatan sumberdaya merusak yang
paling rendah, dan jauh berbeda dengan Bar-
rang Caddi, Tarupa, dan Rajuni Kecil.

Keterkaitan Modal Sosial dalam Pengelolaan
Sumberdaya Perikanan.
Data tahun 2004

Penangkapan ikan dengan bom atau bius
berkorelasi nyata dengan sumber kapital, ke-



14 Jurnal Ilmu-ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia, Juni 2006, Jilid 13, Nomor 1: 7-19

anggotaan dalam kelompok, pendidikan, dan u-
sia. Korelasi paling kuat ditunjukkan oleh ja-
ringan sumber kapital (Tabel 4). Hal ini dapat
dijelaskan dengan adanya dua jenis jaringan
sumber kapital, yaitu modal sosial bonding dan

modal sosial bonding vertikal atau bridging
(Tabel 5). Jaringan sumber kapital yang berasal
modal sosial bonding vertikal atau bridging
cenderung berkorelasi terhadap penangkapan i-
kan dengan bom atau bius.

Tabel 3. Nilai Rata-rata Indikator Pemanfaatan Sumberdaya dan Uji Beda Nyata antar Pulau.

Nilai Rta-rata

Data Indikator Rajuni Rajuni Barran Kapo- Peluang
Tarupa Kecil Berar Caddig posang Total
2004 Penangkapan dengan bom atau bius®”  0.15  0.03  0.00 0.23 0.00  0.13 0.000*
Penangkapan dengan bom ? 1.94 1.82 1.69 1.14 1.00  1.48 0.000*
2005 Penangkapan dengan bius 1.94 1.95 1.54 2.78 1.00  2.10 0.000%
Penambangan karang ? 1.18 1.91 1.00 1.44 1.18  1.41 0.002*

Sumber: Hasil analisis. * Angka peluang nyata.

Keterangan: " 0 Selain bom atau bius; 1 Dengan bom atau bius. ’ 1 Tidak pernah; 2 Kadang; 3 Sering

Tabel 4. Korelasi Spearman antara Indikator Pemanfaatan Sumberdaya dengan Indikator Modal Sosial
Input dan Indikator Lainnya (Data Tahun 2004).

Indikator Indikator Modal Sosial Input dan Indikator Lainnya
Pemanfaatan Jaringan Jaringan Keanggotaan dalam - .
Sumberdaya Sumber Kapital Pmasaran Klompok Pndidikan Usia Suku
Penangkapan dengan ) , } ¢ ) -0.004 0.119(**) 0.082(*)  -0.301(**) -0.042

bom atau bius

Sumber: Hasil analisis.

* Korelasi nyata dengan nilai nyata 0.05 (uji dua arah). ** Korelasi nyata dengan nilai nyata 0.001 (uji dua arah).

Tabel 5. Nilai Rata-rata dan Uji Beda Nyata antara Indikator Modal Sosial Input dan Indikator Lainnya

(Data tahun 2004).
Nilai Rata-rata
Indikator Rajuni Rajuni Barrang Kapo- Peluang
Tarupa Kecil  Besar Caddi  posang Total
Jaringan sumber kapital " 136 136 1.00 1.70 1.61 150 0.000%
Jaringan pemasaran 1.34 1.19 1.12 1.06 137 1.18 0.000%
Keanggotaan dalam kelompok @ 0.11 0.07 0.06 0.26 020 0.16 0.000%
Pendidikan 180  2.10 2.01 1.91 195 196 0.000%
Usia © 376  4.28 428 4.35 391 4.17 0.000*
Suku © 2.48 1.98 2.57 2.00 1.08 2.02 0.000%

Sumber: Hasil analisis. * Angka peluang nyata.

M 1 Bonding; 2 Bonding vertikal atau bridging. ® 1 Bonding; 2 Bridging. ©® Antara 0 sampai 2. ) 1 Tidak sekolah; 2 SD; 3 SMP; 4 SMA.
1 Usia < 6; 2 Usia 6-12; 3 Usia 13-15; 4 Usia 16-18; 5 Usia 19-25; 6 Usia 26-55; 7 Usia > 56.
© 1 Bugis; 2 Makasssar; 3 Bajau; 4 Nusa Tenggara; 5 Sulawesi Tenggara; 6 Lainnya.

Kapoposang

Barrang Caddi

I

I

I

I

A, I

I

Rajuni Besar O | | |
1 i I
I

I

I

I

Pulau

Rajuni Kecil

Tarupa

Indeks

B Bomatau bius (2004) O Bom (2005) B Bius (2005) @ Pengambilan karang (2005)

Indeks Indikator Pemanfaatan Sum-
berdaya pada Tahun 2004 dan 2005.

Gambar 2.

Keterkaitan bonding vertikal merupakan
karakter dari hubungan nelayan dengan patron
yaitu sistem ponggawa-sawi, sedangkan keter-
kaitan bridging merupakan hubungan nelayan
dengan patron atau pedagang di luar pulau atau
di kota lain. Hal ini serupa dengan hasil berba-
gai penelitian, bahwa penggunaan alat tangkap
bom atau bius dipengaruhi oleh ponggawa atau
pemodal (Meereboer 1998; LP3M 2002).
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Data tahun 2005

Berikut ini adalah hasil analisis dengan
menggunakan data primer pada tahun 2005.

Pemanfaatan Sumberdaya dan Modal Sosial
Output

Aksi bersama (collective action) merupa-
kan potensi pengaruh modal sosial terhadap
perikanan (Isham 2000). Aksi bersama tergo-
long “modal sosial output” (Grootaert et al.
2003), dan diyakini hanya dapat dimung-kinkan
jika sejumlah “modal sosial input” ter-sedia di
dalam suatu komunitas (Grootaert et al. 2003).

Tabel 6 memperlihatkan indikator modal
sosial output di kelima pulau. Pelarangan bom/

bius memiliki rata-rata total 1.59 atau dilakukan
antara tidak pernah atau kadang-kadang, meski-
pun terdapat kelompok konservasi (total rata-ra-
ta 1.77) namun tidak aktif (total rata-rata 1.22).
Keberadaan kelompok konservasi berbeda nya-
ta antar kelima pulau. Kelompok ini eksis di
empat pulau, kecuali di Barrang Caddi.

Tabel 7 menunjukkan korelasi Spearman
yang nyata antara indikator modal sosial output
dan indikator pemanfaatan sumberdaya. Ter-
nyata hanya satu korelasi yang nyata pada ang-
ka peluang < 0.05, yaitu penangkapan dengan
bius dan keberadaan kelompok konservasi. Hu-
bungan yang negatif menunjukkan bahwa jika
kelompok konservasi eksis penangkapan dengan
bius lebih sedikit.

Tabel 6. Nilai Rata-rata dan Uji Beda Nyata Indikator Modal Sosial OQutput (Aksi Bersama).

Nilai Rata-rata

Indikator Rajuni Rajuni Barrang Kapo- Peluang
Tarupa Kecil Besar Caddi posang Total
Pelarangan bom/bius ) 172 148  2.00 1.38 182 159 0.113
Pelarangan pengambilan karang " 1.61 1.57 2.08 2.06 2.18 1.89 0.112

Keberadaan kelompok konservasi @ 2.00 1.80 1.92 1.55 191 177  0.003*

Kelompok konservasi aktif ) 1.13 1.00 1.33 1.27 136 121  0.056

Sumber: Hasil analisis. * Angka peluang nyata.

M1 Tidak pernah; 2 Kadang; 3 Sering. ® I Tidak ada; 2 Ada. ® 1 Tidak aktif; 2 Aktif.

Tabel 7. Korelasi Spearman antara Indikator Modal Sosial Output dan Indikator Pemanfaatan Sumber-

daya.

Indikator Modal Sosial Qutput

Indikator Pemanfaatan

Sumberdaya Pelarangan Pelarangan Keberadaan Kelompok
bom/bius  Pengambilan Karang Kelompok Konservasi Konservasi Aktif
Penangkapan dengan bius -0.083 - 0.228(*) -0.052

Sumber: Hasil analisis. * Korelasi nyata dengan nilai nyata 0.05 (uji dua arah).

Pemanfaatan Sumberdaya dan Modal Sosial
Input

Tabel 8 memperlihatkan rata-rata indika-
tor modal sosial input. Rasa percaya, keberada-
an minuman keras, tidak toleransi terhadap bom/
bius, dan setuju pengenaan sanksi terhadap bom/
bius, memiliki perbedaan nyata antar kelima pu-
lau. Selanjutnya, rasa percaya, keberadaan mi-
numan keras, dan tidak toleransi terhadap bom/
bius memiliki korelasi nyata dengan indikator
pemanfaatan sumberdaya (Tabel 9).

Rasa percaya berasosiasi negatif dengan
penangkapan dengan bom, berarti pulau dengan
penangkapan dengan bom tinggi memiliki rasa

percaya yang rendah. Rasa percaya rendah di
Rajuni Kecil yang memiliki penangkapan bom
yang tinggi. Sedangkan penangkapan dengan
bius berkorelasi positif dengan keberadaan mi-
numan keras, yang menunjukkan bahwa tinggi-
nya penangkapan dengan bius terkait dengan
tingginya keberadaan minuman keras. Kebera-
daan minuman keras tinggi di Barrang Caddi
dan Tarupa yang memiliki penangkapan dengan
bom/bius yang tinggi; berbeda dengan kondisi
di Kapoposang.

Hubungan yang menarik dilihat pada aso-
siasi antara penangkapan dengan bius dan tidak
toleransi terhadap bom/bius, yang berasosiasi po-
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sitif. Ini menunjukkan bahwa meskipun nelayan
dan masyarakat nelayan pulau tidak mentolerir

keberadaan bom/bius, kondisi ini tidak menu-
runkan kejadian penangkapan ikan dengan bius.

Tabel 8: Nilai rata-rata dan uji beda nyata indikator modal sosial input.

Nilai rata-rata

Angka

Indikator Rajuni Rajuni Barrang Kapo-
Tarupa Kecil Besar Caddi posang Total peluang
Rasa percaya ") 224 186 242 281 255 242 0.000%
Saling menolong 267 268 286 270 273 272 0.867
Kegiatan kemasyarakatan 167 150 193 1.57 1.64 1.63 0351
Tingkat partisipasi pertemuan masyarakat 1.28 1.36 1.43 1.30 1.36 1.33 0923
Keberadaan minuman keras 178 165 1.14 1.95 1.00  1.64 0.000%
Tidak toleransi terhadap bom/ bius © 261 255 277 2.03 3.00 245 0.001%
Rasa adil pelarangan bom/ bius © 182  1.60 229 1.68 136  1.74  0.116
Setuju pengenaan sanksi terhadap bom/ bius ' 2.50 2.27 2.08 2.19 3.00 2.34  0.031%

Sumber: Hasil analisis. * Angka peluang nyata.

(M 1 Tidak percaya; 2 Diantaranya; 3 Percaya. @ 1 Jarang; 2 Kadang-kadang; 3 Selalu.
®) 1 Tidak pernah; 2 Antara 1-2 kali/ bulan; 3 Lebih dari 3 kali/ bulan. ¥ 1 Tidak ada; 2 Ada. ® 1 Toleransi; 2 Diantaranya; 3 Tidak toleransi.
©® 1 Tidak adil; 2 Diantaranya; 3 Adil. ” 1 Tidak setuju; 2 Diantaranya; 3 Setuju.

Tabel 9. Korelasi Spearman antara Indikator Modal Sosial Input dan Indikator Pemanfaatan Sumber-

daya.
. Indikator Pemanfaatan Sumberdaya
Indikator n
Modal Sosial Input Penangkapan PenangkaPan Pengambilan

dengan bom dengan Bius Karang
Rasa percaya - 0.242(*) 0.127 -0.115
Keberadaan minuman keras -0.194 0.545(**) -0.141
Tidak toleransi terhadap bom/bius 0.032 0.394(**) 0.013

Sumber: Hasil analisis. * Korelasi nyata dengan nilai nyata 0.05 (uji dua arah).

Pemanfaatan Sumberdaya dan Indikator
Lainnya

Tabel 10 memperlihatkan rata-rata indi-
kator lainnya, yang mencakup indikator fungsi
pemerintah, karakteristik sosial ekonomi, dan
persepsi terhadap sumberdaya. Persepsi manfa-
at terhadap terumbu karang setelah adanya pen-
dampingan masyarakat serta persepsi perubahan
ukuran ikan dalam lima tahun terakhir, memi-
liki perbedaan nyata antar kelima pulau.

Tabel 11 hanya menampilkan korelasi
yang nyata antara indikator lainnya dan indika-
tor pemanfaatan sumberdaya. Persepsi manfaat
terhadap terumbu karang dan persepsi perubah-
an ukuran ikan berasosiasi negatif dengan pe-
nangkapan dengan bius. Pulau dengan tingkat
penangkapan bius tinggi seperti Barrang Caddi,
Rajuni Kecil dan Tarupa, nelayannya memiliki
persepsi bahwa kondisi terumbu karang tidak
berubah setelah adanya pendampingan masya-
rakat, demikian pula dengan ukuran ikan yang
dikatakan tidak semakin mengecil selama lima
tahun terakhir. Pulau-pulau dengan kegiatan pe-

nangkapan bom/bius tinggi memiliki persepsi
krisis sumberdaya yang rendah, dan berbeda de-
ngan Kapoposang yang menganggap bahwa kon-
disi terumbu karang memburuk.

Keterkaitan antara Modal Sosial Output dan
Modal Sosial Input

Tabel 12 hanya menampilkan korelasi yang
nyata antara modal sosial input dan indikator
modal sosial output. Pelarangan bom/bius ber-
asosiasi negatif dengan keberadaan minuman
keras, namun berasosiasi positif terhadap tidak
toleransi terhadap bom/bius dan rasa adil pela-
rangan bom/bius. Keberadaan kelompok kon-
servasi dan kelompok konservasi aktif berkore-
lasi positif dengan rasa adil pelarangan bom/bi-
us. Pelarangan mengambil karang menunjukkan
rasa percaya yang tinggi Ini menunjukkan bah-
wa kesamaan norma dan rasa percaya (modal
sosial input) mempengaruhi modal sosial output
yaitu aksi bersama dalam mencapai pemanfaat-
an sumberdaya perikanan yang ramah lingkung-
an.
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Model Sumberdaya Perikanan

Tahap analisis selanjutnya menggunakan
analisis regresi logistik untuk menentukan mo-
del pemanfaatan sumberdaya. Indikator peman-

faatan sumberdaya dijadikan peubah tidak be-
bas sedangkan indikator modal sosial output,
modal sosial input, fungsi pemerintah karakte-
ristik sosek, dan persepsi terhadap sumberdaya
sebagai peubah bebas model.

Tabel 10: Nilai Rata-rata dan Uji Beda Nyata Indikator Lainnya.

Nilai Rata-rata

Indikator Lainnya Rajuni Rajuni Barrang Kapo- I;Ae;lg;(:
Tarupa Kecil Besar  Caddi posang Total uang

Penegakan hukum 1.69 1.63 1.36 1.39 144 149 0305
Manfaat pendampingan masyarakat 1.89 2.00 2.00 1.93 2.00 195 0.789
Alternatif mata pencaharian ) 1.12 1.18 1.21 1.16 .18  1.17  0.966
Persepsi krisis ikan ¥ 1.44 1.57 1.55 1.52 1.73 154 0.799
Persepsi krisis terumbu karang 1.77 1.67 1.56 1.67 227 1.77  0.069
Persepsi manfaat terhadap ikan 1.81 1.38 1.45 159 200 1.64 0.056
Persepsi manfaat terhadap terumbu karang @ 2.00 1.56 1.44 1.55 236 1.74 0.002*
Persepsi perubahan ukuran ikan © 1.82 2.14 2.15 1.35 3.00 1.88 0.000*

Sumber: Hasil analisis. * Angka peluang nyata.

(1 Tidak konsisten; 2 Diantaranya; 3 Konsisten. @ 1 Tidak ada; 2 Positif. ® 1 Tidak ada; 2 Ada. ® 1 Baik; 2 Biasa; 3 Buruk.
© 1 Memburuk; 2 Tidak berubah; 3 Membaik. © 1 Tidak berubah; 2 Agak mengecil; 3 Sangat mengecil.

Tabel 11: Korelasi Spearman antara Indikator Lainnya dan Indikator Pemanfaatan Sumberdaya.

Indikator Pemanfaatan Sumberdaya
Penangkapan Penangkapan Pengambilan

Indikator Lainnya

dengan Bom dengan Bius Karang
Persepsi manfaat terumbu karang -0.013 -0.251(%) -0.088
Persepsi perubahan ukuran ikan 0.084 - 0.408(**) -0.104

Sumber: Hasil analisis.
* Korelasi nyata dengan nilai nyata 0.05 (uji dua arah). ** Korelasi nyata dengan nilai nyata 0.001 (uji dua arah).

Tabel 12. Korelasi Spearman antara Indikator Modal Sosial Output dengan Indikator Modal Sosial In-

put.
Indikator Modal Sosial Output
Indikator Modal Sosial Input Pelarangan Pelarangafl Keberadaan Kelompok'
Bom/Bius Mengambil Kelompok Konservasi
Karang Konservasi Aktif
Rasa percaya -0.028 0.227(%) -0.022 0.116
Keberadaan minuman keras - 0.207(*%) 0.083 0.129 0.137
Tidak toleransi terhadap bom/bius 0.243(*) 0.048 0.201 0.089
Rasa adil pelarangan bom/bius 0.279(**) 0.193 0.241(%) 0.239(%)

Sumber: Hasil analisis. * Korelasi nyata dengan nilai nyata 0.05 (uji dua arah). ** Korelasi nyata dengan nilai nyata 0.001 (uji dua arah).

Uji kelayakan model ditentukan berda- Data Tahun 2004
sarkan koefisien determinasi R kuadrat (Nagel-
kerke R Square) dan uji goodness-of-fit meng-
gunakan uji Hosmer dan Lemeshow yang me-
miliki nilai nyata < 0.05. Dari berbagai kombi-
nasi peubah tidak bebas dan peubah bebas yang

diuji coba dihasilkan dua model yang layak se-

Model persamaan yang diperoleh sebagai
berikut:

bp = -1.741 + 1.740 sm** - 0.638 us**
(0.050)  (0.000) (0.000)

®)

bagai berikut. Satu model menggunakan data
tahun 2004, dan model lainnya menggunakan
data tahun 2005.

bp adalah penangkapan dengan bom atau bius;
sm adalah jaringan sumber kapital; us adalah
usia nelayan.
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Kedua peubah yaitu sumber kapital dan
usia nelayan dapat menjelaskan 19 persen mo-
del. Uji kesesuaian model menggunakan uji
Hosmer dan Lemeshow menunjukkan hasil yang
nyata dengan nilai nyata < 0.05. Model ini me-
nunjukkan bahwa penangkapan dengan bom/bi-
us dapat dijelaskan dengan keberadaan jaringan
sumber kapital yang bersifat bonding vertikal a-
tau bridging dan usia nelayan. Penangkapan de-
ngan bom/bius dilakukan secara umum oleh ne-
layan berusia muda.

Data Tahun 2005

Model persamaan yang diperoleh sebagai
berikut:

bo= 5.191 -22641p** +2.109 ad** -2.035 to** (9)
(0.059)  (0.006) (0.006) (0.026)

bo adalah penangkapan dengan bom; rp adalah
rasa percaya komunitas; ad adalah rasa adil pe-
larangan bom/bius; to adalah tidak-toleransi ter-
hadap bom/bius.

Ketiga peubah dapat menjelaskan 44.2%
model. Uji kesesuaian model menggunakan uji
Hosmer dan Lemeshow menunjukkan hasil de-
ngan nilai nyata < 0.05. Model ini menunjukkan
bahwa penangkapan dengan bom dapat dijelas-
kan dengan rendahnya rasa percaya di antara
masyarakat dan rendahnya toleransi terhadap
bom/bius. Berarti modal sosial input yaitu rasa
percaya dan kesamaan norma mempengaruhi
kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang ramah
lingkungan.

Namun demikian, rasa adil pelarangan
bom/bius berbanding lurus dengan bom. Ini me-
nunjukkan bahwa meskipun terdapat norma yang
meluas bahwa masyarakat menganggap adil ji-
ka bom/bius dilarang, tetap saja penangkapan i-
kan dengan bom tinggi. Kondisi ini terkait de-
ngan kinerja penegakan hukum yang secara ra-
ta-rata dianggap tidak konsisten dalam menin-
dak penangkapan bom/bius yang ilegal. Sehing-
ga meskipun nelayan menganggap pelarangan
bom/bius adil dilakukan, namun tidak menurun-
kan kegiatan bom/bius. Hal ini sesuai dengan
teori yang disampaikan Narayan (1999) dan
Woolcock (1998), bahwa modal sosial horizon-
tal di tingkat masyarakat hanya akan mencapai
kondisi pembangunan yang diharapkan jika di-
dukung oleh struktur dan institusi makro, salah
satunya adalah penegakan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis, modal sosial input
yaitu rasa percaya dan tidak-toleransi terhadap
bom/bius dalam masyarakat nelayan berpotensi
untuk mendukung perikanan yang ramah ling-
kungan dan berkelanjutan, melalui pelarangan
penangkapan ikan dengan bom atau bius. Mo-
dal sosial output yaitu keberadaan kelompok
konservasi berpotensi menurunkan penangkap-
an ikan dengan bius. Ini membuktikan hipotesis
penelitian. Namun di sisi lain, modal sosial yang
bersifat bridging pada jaringan sumber kapital
berpotensi untuk mendorong terjadinya penang-
kapan ikan dengan bom atau bius.

Penelitian ini membuktikan bahwa modal
sosial input yaitu rasa percaya dan kesamaan nor-
ma mendukung adanya aksi bersama komunitas
nelayan, sebagaimana diungkapkan oleh Grootaert
et al. (2003). Disamping itu, fungsi pemerintah
dan integritas institusi formal di tingkat makro
berperan penting untuk menumbuhkan serta
menjaga aksi bersama dan modal sosial input
yang telah ada pada komunitas nelayan. Hanya
ketika institusi makro dan modal sosial komu-
nitas memiliki kinerja positif yang saling men-
dukung, pengelolaan sumberdaya perikanan da-
pat berkelanjutan.
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